PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 29 TAHUN 2025 SERI F NOMOR 1072

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2020
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Samosir khususnya bagi Jabatan Pelaksana,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi,
peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi
sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/571/M.SM.02.00/2025 tanggal 26 Maret 2025 Hal
Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan
Nonmanajerial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Samosir maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur
jabatan pelaksana dan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Samosir tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Samosir;

Mengingat.../




Mengingat

Ls

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik.../




10.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor
40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2021 Nomor 9);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1636);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1047);

11. Keputusan.../




11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menetapkan :

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN
KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

* Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Samosir.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Samosir.

Bupati adalah Bupati Samosir.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu
Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja,
Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegaWai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

7. Pegawai.../




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki
jabatan pemerintahan.

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang
memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki
pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk
mencapai tujuan organisasi.

Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang
mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai
bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung
dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana
yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.

Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana
yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana
yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu
jabatan secara sistematis dengan menggunakan Kkriteria-
kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap
informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan
instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis

pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan

dan.../




17.

18.

(1)

(2)

(3)

(4)

dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang
mempengaruhi tinggi rendahnya  jenjang  jabatan
berdasarkan informasi jabatan.

Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan

dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.

BAB II
JABATAN PELAKSANA

Pasal 2
Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan
karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur
Jabatan Pelaksana.
Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kedudukan, ruang lingkup Tugas Jabatan, serta jenis dan
tanggung jawab pekerjaan.
Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada
angka (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan

Tugas Jabatan.

Pasal 3

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:
a. Klerek;
b. Operator; dan

c. Teknisi.

(1)

(2)

BAB III
EVALUASI JABATAN

Pasal 4
Evaluasi Jabatan disusun sebagai dasar menetapkan nilai
dan kelas jabatan ASN.
Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan suatu proses untuk menilai suatu jabatan
secara sistematis dengan menggunakan Kkriteria-kriteria
yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi

faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

(3) Tujuan.../




(3) Tujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai dasar pengelolaan jabatan dan pangkat,
pengelolaan disiplin pegawai, penilaian kinerja,
pengembangan kompetensi, pengembangan karir,
penggajian dan tunjangan/tambahan penghasilan ASN.

(4) Kriteria penilaian Jabatan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) faktor
jabatan, meliputi:

a. pengetahuan dan keahlian;

o

pengawasan penyelia;

pedoman/panduan kerja;

a o

kompleksitas pekerjaan;
ruang lingkup dan dampak tugas;
hubungan personal yang harus dilakukan;

tujuan hubungan;

= - o)

. persyaratan/tuntutan fisik; dan
i. lingkungan kerja.

(5) Setiap Faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kriteria
dan nilai tertentu tercantum dalam Lampiran [ dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

(1) Penentuan level dan nilai dari masing-masing faktor jabatan
dalam suatu satuan organisasi dengan memilih level yang
dianggap sesuai/tepat dengan tugas pokok, uraian tugas,
penjabaran tugas jabatan terhadap kriteria masing-masing
level.

(2) Tugas pokok, uraian tugas, penjabaran tugas jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas pokok,
uraian tugas, penjabaran tugas jabatan yang telah
ditentukan atau dari hasil analisis jabatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6.../




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 6

Tahapan dan mekanisme pelaksanaan Evaluasi Jabatan
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Pelaksana
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir tercantum
dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.

Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan setiap kali ada perubahan organisasi yang
mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi
jabatan, adanya penambahan atau penghapusan
kewenangan pada jabatan dan hal-hal lain yang
menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang

mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

BAB IV
KELAS JABATAN

Pasal 7
Kelas Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan
tingkat Jabatan dalam rangkaian susunan Jabatan pada
Instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis
pekerjaan, tetapi memiliki kesetaraan tingkat kesulitan,
bobot, tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan, serta menjadi dasar penggajian bagi pegawai ASN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil kumulatif nilai semua faktor bagi Jabatan Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan 7
(tujuh) kelas jabatan yang masing-masing tingkatan
terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV.../




BAB v
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Pejabat

Pelakeana  yang ada  berdacarkan  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273)
tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya
sampai dengan dilakukan penyesuaian nomenklatur Jabatan
Pelaksana yang baru berdasarkan dengan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
, Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 19 Seri F Nomor

jabatan bagi Jabatan Pelaksana, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 10
Pcraturan Bupati ini mulzai berloku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 25 Juni 2025
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Seri F Nomor

Tahun 2025
107>

Tanggal ¢ Juni 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDUT TUA Sl







